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ARAHAN PRESIDEN

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 -2024

Arahan Presiden Terkait Stranas Pencegahan Korupsi
(Istana Negara, 13 Maret 2019) 5 LUV SL IV ML)
{1 \ ) N —
k — ‘ fiTugas kita itu 5 Arah Pemerintah 2019-2024
Perpres Stranas Strategi Nasional menjamin delivered ,
. mengandung Ihm tidak S_OIeh bukan hanya
\Q\ semangat dzﬂﬁ%]:nl \‘ﬁ'"q menjamin sento 1) Pembangunan SDM
R !<0Iabora5|. Iaksanaka,ln seqera T 2) Pembangunan infrastruktur
jangan lagi ego Rakvat ingin gera. Al Fogram harus 3) Penyederhanaan Regulasi
sektoral dalam Indoynesiagse ora dijalankan, dan 4) Penyederhanaan birokrasi , dan
pencegahan 9 masyarakat 5) Transformasi ekonomi

bebas dari korupsi

korupsi menerima manfaat 0
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TUJUAN NASIONAL [N

(UUD RI 1945)

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesial

Memajukan kesejahteraan umum |

Mencerdaskan kehidupan bangsa |

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial




POWER TENDS CORRUPTS

ABSOLUTE POWER, CORRUPS ABSOLUTELY
CORRUPRTION = POWER + ORRORUUNITY = INUECRITAS

Integritas

Integritas
(Kesatuan atau keselarasan antara pikira
n, kata, perbuatan dan hati nurani ) Korupsi
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RANGANNONSERTUAIS

.
TEORI GONE:
'E‘ﬂl 1. GREED (KESERAKAHAN); KESERAKAHAN DAN KERAKUSAN PARA PELAKU KORUPSI YANG SECARA POTENSIAL ADA DALAM DIRI
Gn SETIAP ORANG.
2. OPPORTUNITY (KESEMPATAN); SISTEM YANG MEMBERI LUBANG TERJADINYA KORUPSI, YANG BERKAITAN DENGAN KEADAAN
°m ORGANISASI/INSTANSI ATAU LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG MEMBUKA KESEMPATAN BAGI SESEORANG UNTUK MELAKUKAN
KECURANGAN.
“m 3. NEED (KEBUTUHAN); SIKAP MENTAL YANG TIDAK PERNAH CUKUP, PENUH SIKAP KONSUMERISME, DAN SELALU SARAT
KEBUTUHAN YANG TAK PERNAH USAI.
Em 4. EXPOSURE (HUKUMAN PD PELAKU KORUPSI YANG RENDAH); HUKUMAN YANG TIDAK MEMBUAT JERA PELAKU MAUPUN
L ORANG LAIN, DAN DETERRENCE EFFECT YANG MINIM. )
CAPTURE THEORY TEORI KEBIJAKAN SOSIAL (DAVID GILL)
(AMLE 0 KRUEGER) SOSI LY 8 P~ KORUPSI
- DIJINDONESIA
S ol MEKANISMEJKEMASYARAKATANNYGIRE RIUJDIUBAHS |« | ONESIARY
SESUATUNYA DI =N /1. PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER: KEPUTUSAN- )
KEPUTUSAN MASYARAKAT DAN PENENTUAN PILIHAN-

ATAS KERTAS

SECARA YURIDIS
FORMAL ADALAH
SAH DAN LEGAL"

TEORI INI BANYAK DISALAHGUNAKAN UTK
MEMULUSKAN KEPENTINGAN BEBERAPA
PIHAK. ALASAN MELAKUKAN FRAUD TDK
DPT  SEPENUHNYA  DIPISAHKAN DR
KONTEKS SOSIAL & PERILAKU INDIVIDU.

PILIHAN TINDAKAN BERKENAAN DENGAN JENIS, KUALITAS,
DAN  KUANTITAS SEMUA  BARANG-BARANG  DAN
PELAYANAN-PELAYANAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT.

2. PENGALOKASIAN STATUS; MENYANGKUT PENINGKATAN
DAN PERLUASAN AKSES SERTA KETERBUKAAN KRITERIA
DALAM MENENTUKAN AKSES TERSEBUT BAGI ANGGOTA
MASYARAKAT. KEBIJAKAN SOSIAL HARUS MEMILIKI EFEK
PADA PENGHILANGAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI.

3. PENDISTRIBUSIAN HAK; MENUNJUK PADA PERLUASAN

KESEMPATAN INDIVIDU KELOMPOK DALAM MENGONTROL
\_ SUMBER-SUMBER MATERIAL DAN NON MATERIAL.

1. KARENA SISTEM YANG SALAH.
KESALAHAN SISTEM TERSEBUT BISA
KARENA SISTEMNYA LEMAH, ATAU
GAGAL, ATAU KARENA MEMANG
SISTEMNYA BURUK.

_ KARENA FAKTOR DOMINAN
PERILAKU, YAITU SIFAT KERAKUSAN
(GREED) DAN PELUANG
(OPPURTINITY).

. KARENA MEKANISME PENCEGAHAN
YANG LEMAH ATAU TIDAK OPTIMAL.
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Presiden Republik |
donesia

PERATURAN

PRESIDEN

NOMOR 54
TAHUN 2018

TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI

PERPRES
55/2012

Tim Nasional

koordinasi ,
sinkronisasievaluai ()

StrategiNasional 5 - . =
Pencegahadan Pember Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranasdeidlah arah kebijak

antasanKorupsi an nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi ya
JangkaPanjang2012¢ 2 ng digunakan sebagai acuan kementerian, lembagajerintah daerald
025danJangka Meneng an pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencega

KANTOR STAF PRESIDEN

ah2012¢ 2014

Korupsi (Aksi PK) di Koordinator Tim Nasional

Top eselon dari
5 Kementerian Lembaga

2

Kegiatan harian,

FOKUSTRANAS PK:
‘ TERFOKUS / |
ilitasi, monitoringo Sekretariat Nasional

TERUKUR
ut danoutcome del U

‘ BERDAMPAK / B AN HUKUM 2 ivery Tenaga Ah,liTlm Tel_<nis Ii_ma K/L
\ y, RE| AS|I BIROKRASI Tim Administrasi ,l'
*




PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN

PENCEGAHAN KPK
(Data dari tahun 2004 - 2019)

Gratifikasi lang dan Barang

Rp 29 triliun Pencegahan
-:-L'-u:'nﬁhi.afu Pendapatan Daerah .:lfn Kﬂl‘“ Ei dal'l
Paja OreL, residian; pulang pdjdk,

faslum fasos, sengketa asat i PEI'I}'E al'!'latal'l
Rp 34,7 triliun Kerugian
Negara

Patensi penyelamatan
berdasarkan hasil Lithang

Rp 63,9 triliun

Total keseluruhan

2




. S| PENGEGAHAN KORUPS| 2019-2020 o

—_—

1 ) Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan

2 Perkebunan
3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian
.. Bantuan Sosial dan Subsidi
Perizinan dan Tata . ' i :
st perinaain pajak i Niaga 4  Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
g 'e{q,@‘ o 1 - = 5 ' Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta
spametar \\applog
e v g AP - . .
'\l\er«\’b i b Sl 6  Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
5\)(6 s Keuangan Negara l Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

s 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

‘ Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penegakan Hukum & : : .
Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
‘ Reformasi Birokrasi ‘ P 2 : . 9
< = ‘ Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu
¢ {488 1)
AN PN W2\ 2 . L 0 : 3 . g
- caieias =~ Setiap aksi didetailkan dengan target triwulanan sampai dengan Akhir 2020

13



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MEWUJIUDKAN
KEPEMERINTARARN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCLE) DALAM
RANIGKA MEWUJUDRKAN INDONESIA MAJU

INSTRUMENTAL INPUT

TUJUAN 0 UNDANG-UNDANG

NEGARA 0O PERATURAN PEMERINTAH
O PERATURAN KPK
O PERATURAN PIMPINAN

‘, 0 UNDANG-UNDANG LAINNYA
= KPK * PEMBANGUNAN SDM KPK YG = PEGAWAI KPK
= KEMENTRIAN PROFESIONA & UNGGUL = PEMDA / PNS

/ LEMBAGA * MITIGATION, PUBLIC EDUCATION, | .\ MENTRIAN /

4 PREVENTIVE, MONITORING
posary | aperoac /LE APPROACH | LEMBAGA
s * MENINGKATKAN KORDINASI & L E
PEMBERANTASAN = DUNIA :l(;l[’;i;\:Sl DGN SELURUH STAKE ~cn/ NARAK‘\ON o PEMBERANTASAN
KORUPSI BLM Q USAHA / sy SO STRDRITS - FORMAL / NON Q KORUPSI BERDAYA GUNA
OPTIMAL A| SwWASTA * PENINGKATAN KAPABILITAS & FORMAL Y & BERHASIL GUNA
= KAPASITAS SDM = SELURUH
. * PENINGKATAN KESEJAHTERAAN JENJANG DIK
. SDM O GOOD GOVERNANCE &
E * KERMA DALAM & LUAR NEGERI CLEAN GOVERNMENT
BAD GOVERNANCE: ! ST ELRY O NKRI BERSIH & BEBAS
1. KORUPSI = B DR KORUPSI
2. DISTRUST :
3. PUNGLI / EKONOMI BIAYA TINGGI . ENVIRONMENTAL INPUT
4. NEGARA GAGAL KULTURAL .KURANG SINERGI

.GAKKUM .KETERBATASAN SDM
.GONE TEORI




TUGAS [KIPK
(VU NO-19 / 2019 ®)

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

a. T indakan -tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana
Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas
melaksanakan pelayanan publik

b. K oordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan ‘

c. M onitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

d. S upervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -

e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana
Korupsi; dan




oKorupsitimbul dari keserakahankebutuhan kesempatandan hukum yangrendah untuk me
mberantasnyaharusdilakukandengancarayangluar biasa Langkahnovatif dan solutif untuk
KPKitulah yangdiperlakukankedepannyaa

aPemberantasarKorupsiHarusdilakukansecaraintegrasi menyeluruhd
enganUPAYA PENCEGARAN DAN PENINDAKAN “

Solusi Pemberantasan Korupsi :

1. By Need Corruption (Perbaikan Kesejahteraan)

2. By Greed Corruption (Pemberian sanksi / hukum yang tegas,
penerapan TPPU & pengembalian ASSETT)

3. By System Corruption (Perbaikan system secara integrase :
Integrated System dengan e_planning, e_budgeting, e_controlling)

4. Membentuk generasi yang berkarakter anti korupsi dan politik
berintegritas

5. Memberdayakan 9 korwil di seluruh provinsi

6. Fokus menjamin terlaksananya Good Governance and Good
Government

. Pencegahan sebelum terjadi




JENIS TIPIKOR KPK

(UU Nes1 I 1999 Jo.UlU Ne.20 / 2001)
Korupsidirumuskandalam30 jenistipikor, dikelompokkamrmenjaditujuh jenisbesar

KERUGIAN KEUANGAN 2

" NEGARA
_ Ps.2,Ps.3
™ (penyalahgunaan SMP'MENYMP
wewenang) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b;
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 ¢,d

Pasal 12 huruf i

Pazal 128 jo Pazal 12C

TINDAK 1.Merintangi proses
PIDANA LAIN 2 Keterangan kekayaan
YANG BERKAITAN 3 Keterangan rekening
DENGAN KORUPS! | 4 Keterangan palsu
5.ldentitas pelapor

= .
o= g




KPK JENIPERKARATINDAK PIDANA KORUF

gt I Berdasarkandata KPKTahun2004 s.d 2019 Sumber DataPenindakarKPK,Juni2019

y
65% - - @ PENYUAPAN - R

602 Perkara

PENGADAAN =

21% === @ :=ARANG & JASA !

195 Perkara

k) !!IHII
o

| === 5% - ® PENYALAHGUNAAN ANGGARANkara
‘ :F_ LI | 304 | EEe. @ TPPUt rerkara
Lomme- 30 ----- @® PUNGUTAN/PEMERASANerkara
fr —————— €W e ® PERIZINAN: Perkara ﬁ
______________ = 1% ~—~  ® MERINTANGI PROSES KRKewa £,y
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SR ==
Komisi Pemberantasan Korupsi

25 dari 34 PROVINSI
Terjadi Kasus KORUPSI

2004 - 2019

CERDAS
Al BERINTEGRITAS

Sumber DataPenindakarK PKJuni2019
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TITIK RAWAN KORUPSI 1.PerencanaaAPBD: 2. PenganggaraAPBD:

di PEMDA A Pembagiamlanpengaturargjatah A Pembahasadanpengesahan
proyek€ ! tanlfonproyek RAPB[2, dUangKetok
A Memintamenerimahadiati A Danaaspirasi
sesuatupadaprosesperencanaan A Pokiryangtidaksah
APBD
. Perizinan 7. Rekrutmenpromosj mutasj
danrotasiKepegawaian
3. PelaksanaaAPBD 5. Pembahasaf Pengesahan Ped
g Tl Regulasi 8. Pelayanapublik
penurunanspeklkualitasdan
pemotongarolehbendahara 6. Pengelolaapendapatan 9. Prosegpenegakarmukum
daerah

Hulu dari berbagai kasus-kasus korupsi (mayor) di Pemda adalah mahalnya biaya
politik (eksekutif dan legislatif) (13 )
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Homigi Pemborantasmen Honipsi

e PROGRANM KORSUPGAR KPK

PROGRAM REGULER  5o0GRAM TUJUAN UTAMA

TEMATIK

1. Perencanaan & Penganggaran APBD

2. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Penin gkatan Pajak Daerah

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

S areenen RSN EEEEET [ oo yeL AvATAN

4. Pendidikan
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah KEUANGAN DAN
5. Kesehatan ASET DAERAH
7. Manajemen Aset Daerah
8. Tata Kelola Dana Desa 3 —







